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BAB VI 

SARAN 

 

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi 

Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 166 adalah sebagai berikut: 

1. Calon apoteker harus belajar ilmu komunikasi agar dapat berkomunikasi 

dengan pasien sehingga dapat menyampaikan informasi tentang 

penggunaan obat yang rasional. 

2. Meningkatkan kualitas pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi 

(KIE) agar pasien lebih mengerti cara penggunaan obat dan alat 

kesehatan yang diperoleh dengan benar sehingga dapat meningkatkan 

kepatuhan pasien dalam pengobatan sehingga mampu memberikan efek 

terapi yang optimal.  

3. Menggunakan kembali kartu Patient Medication Record (PMR), 

Pelayanan Informasi Obat (PIO) dan Monitoring Efek Samping Obat 

(MESO) sebagai salah satu wujud pelayanan kepada pasien juga untuk 

menjalankan peran apoteker di masyarakat.  

4. Penyediaan tempat khusus untuk konseling sangat menberikan 

keuntungan bagi pasien karena pasien dapat menginformasikan tentang 

keluhan-keluhan yang dirasakannya berikut obat-obat yang sudah 

digunakan, disinilah peran apoteker dapat berfungsi secara optimal 

dengan memberikan informasi obat serta dapat memberikan pengobatan 

swamedikasi. 
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